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DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU 1. Kualifikasi Pendidikan Minimal D3
No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 2. Mengusai POLA BINDALMIN
Publik; 3. Menguasai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan
3 Perma Nomor 07  Tahun 2022 tentang Administrasi Adminstrasi dan Adminstrasi Peradilan Agama Buku II
' Perkara dan  persidangan di Pengadilan secara
elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
nomor 363/KMA/SK/XI1/2022 tentang Petunjuk Tehnik
Administrasi  Perkara dan  persidangan Perkara
Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di
Pengadilan secara elektronik;
3. KMA/001/SK/1/1991  tentang Pola  Pembinaan dan | 4. Menguasai aplikasi SIPP
Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama
dan Pengadilan Tinggi Agama
4, KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku Il pedoman
pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan . . .
- _ 5. Memahami system formil yang berkaitan dengan
Perma 01 ~ tahun 2019 Kep. Dirjen Badilag. penerimaan surat permohonan/ gugatan
Nomor:0156/DJA/HK.SK/05/SK/III/2012,  tentang  Standar
Formulir Adminstrasi Kepaniteraan Peradilan Agama.
peradilan
6 1SO 9001
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGAPAN
1 Pedoman Mutu Komputer, Jaringan internet, Aplikasi Siadpa, SKUM, Buku
' Jurnal Keuangan,Induk Keuangan Perkara dan Register Induk
2. SOP Penyelesaian Perkara Perkara permohonan
3. SOP Transparansi dan Informasi Perkara
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika pemohon tidak membayar atau telah membayar biaya Entry data, SKUM, Penomoran Perkara Surat
perkara tetapi tidak menyerahkan bukti setor Bank kepada permohonan,mencatat dalam register induk perkara
kasir maka perkara tidak didaftar permohonan dan pengisian buku Jurnal keuangan perkara
2. Jika petugas Meja | tidak mengentry data secara lengkap maka
menghambat proses penyelesaian perkara.




PROSEDUR PENDAFTARAN PERKARA E-COURT

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Advokat/
9 Pengguna Pl\ﬁt"fgaf Kasir Kelengkapan Wakt.:' Output Ket.
lain eja (menit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. | Membuat surat kuasa dan

meregister

( ) 20 menit Surat kuasa

Membuat gugatan
Ipermohonan pada aplikasi
e-court dengan
menggunakan akun
pengguna tersebut.
Kemudian muncul kode
verifikasi Bank, dengan
jumlah permbayaran.

A

Surat izin perktek Surat
dan dokumen yg 5 menit gugatan/
diperlukan, Permohonan

Meregistrasi perkarak e-
court pada Meja | (kasir)

Surat Permohonan,

dokumen yg Surat
> diperlukan, Aplikasi 10 menit Permohonan
SIPP SKUM, Resi dan SKUM
Bank

Waktu yang diperlukan : 35 menit




